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Kepada Yth,
Bapak Ketua KPU Kota Padang

di

Tempat

Dasar Hukum:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir oleh
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan KPU No. 260 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir oleh Keputusan KPU No. 481 tahun 2022 tentang
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Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No, 260 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten/Kota Dalam
Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penctapan Partai Politik Peserta
Pemillhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan
Penetapan PartaiPolitik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana

amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Bawaslu Kota Padang menghimbau kepada KPU Kota Padang dalam
melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan persyaratan kepengurusan dan
Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Pasal

173, yang berbunyi: “(1) Partai Politik Peserta Pemilu menrpakan partai politik yang

telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU. (2) Partai politik dapat menjadi peserta

pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan

undang-undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c.

memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di

provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima

puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30%

(tiga puluh persen) ketenwvakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat

pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu

perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana

dimaksud pada huruf yang dibuktikan - dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g.

mempunyai kanfor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan
tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening dana
Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. (3) Partai politik yang telah
lulus venilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi
ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Poin (2), yang berbunyi:
*Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
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Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan,
“partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh
KPU*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *Partai
Politik yang telah lilus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan
Partiamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun
tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi
ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki ketenwakilan di
tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan
verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan
ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru®;

. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

1) Pasal 27 s/d 34, aturan mengenai Verifikasi Admistrasi terhadap partai
politik oleh KPU Kabupaten/Kota;

2) Pasal 79 s/d 83, aturan mengenai Verifikasi Faktual Kepengurusan Oleh
KPU Kabupaten/Kota;

3) Pasal 84 s/d 97, aturan mengenai Verifikasi Faktual Keanggotaan Oleh
KPU Kabupaten/Kota.

. Keputusan KPU No. 260 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir oleh Keputusan KPU No. 481 tahun 2022 tentang Perubahan Kelima
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum No. 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi,
Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kota
Padang menghimbau agar KPU kota Padang untuk melakukan proses
Verifikasi Faktual Perbaikan persyaratan kepengurusan dan Keanggotaan
Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tembusan ¢
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

2, Arsip
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